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SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (1)
SISTEM POLITIK

Pendekatan Analisi Sistem Politik Model Easton (1957)





Level REFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL



SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (2)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

STANDAR ISI

STANDAR 
PROSES

STANDAR  
KOMPETENSI 

LULUSAN

STANDAR 
PENGELOLAAN

STANDAR 
PEMBIAYAAN

STANDAR 
PENILAIAN

STANDAR 
SARANA & 

PRASARANA

STANDAR 
PENDIDIK/

TENAGA 
KEPENDIDIKAN



NOMENKLATUR PKN DALAM SISDIKNAS

• PKN SEBAGAI PENDIDIKAN MORAL

• PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

• PKN SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI

• PKN SEBAGAI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

• PKN SEBAGAI PENDIDIKAN  KARAKTER

• PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KEBANGSAAN

• PKN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK

• PKN SEBAGAI  .....



RAGAM KAJIAN PKN DALAM SEJUMLAH NOMENKLATUR
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TUJUAN PKN DALAM SISDIKNAS

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 
kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-
bangsa lainnya.

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 
atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
(Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006, pp. 272, 280, 287). 



MAKRO KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (INDONESIA)

(Samsuri, 2010)



Proses Perumusan Standar Isi dan Kompetensi Lulusan (Indonesia)
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Sebagaimana dikutip Samsuri, 2010)



PEMBUAT KEBIJAKAN PKN DALAM SISDIKNAS 
(Kasus INDONESIA – k13)

(Hasan, 2014)



Pembuatan kebijakan pendidikan nasional 
(Kasus INDONESIA – K13)

(Hasan, 2014)


